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Abstrak

Peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia, terutama terkait aspek
kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen. Ekspansi perdagangan digital melalui e-commerce dan
social commerce, termasuk Shopee dan TikTok Shap, telah mengubah pola distribusi kosmetik dan membuka
peluang semakin luas bagi masuknya produk ilegal ke pasar daring. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah
bagaimana kebijakan publik bekerja dalam mengendalikan peredaran kosmetik tanpa izin BPOM di
platform digital. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus berbasis
analisis kebijakan, menggunakan data sekunder berupa regulasi, laporan resmi BPOM, pemberitaan media
daring, serta kajian akademik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum
cukup untuk menjamin efektivitas pengendalian kosmetik ilegal di ruang digital. Lemahnya peran
pengawasan platform, rendahnya pemahaman konsumen, orientasi keuntungan pelaku usaha, serta
keterbatasan kapasitas pengawasan negara berkontribusi pada berlanjutnya peredaran kosmetik ilegal.
Kondisi ini mencerminkan tantangan tata kelola kebijakan publik dalam merespons dinamika ekonomi
digital yang terus berkembang

Kata Kunci: Kebijakan publik, kosmetik ilegal, e-commerce

Abstract

The increasing availability of cosmetic products without distribution permits from the Indonesian Food and Drug Authority
(BPOM) highlights a growing governance challenge in Indonesia’s digital marketplace. The rapid integration of e-commerce
and social commerce platforms, such as Shopee and TikTok Shop, has reshaped cosmetic distribution by enabling faster
transactions and broader market access, while sinmltaneonsly weakening traditional oversight mechanisms. This study explores
how public policy operates in addressing the circulation of unlicensed cosmetic products within digital platforms. Employing a
qualitative descriptive approach with a policy-oriented case study design, the research relies on secondary data drawn from
regulatory frameworks, official BPOM publications, online media reports, and relevant academic literature. The analysis
reveals that the persistence of illegal cosmetics is not solely the result of regulatory absence, but rather reflects limitations in policy
implementation amid evolving digital trade practices. Insufficient platform acconntability, nneven consumer awareness, profit-
driven seller bebavionr, and constrained state monitoring capacity collectively shape the policy challenges faced in the digital
economy.
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PENDAHULUAN Meskipun memberikan efisiensi dalam transaksi,
perubahan tersebut belum sepenuhnya diimbangi
oleh kesiapan kebijakan publik dalam aspek
pengawasan. Peredaran kosmetik tanpa izin edar
dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) masih ditemukan secara masif di ber-
bagai platform digital. Kondisi ini menunjukkan
bahwa mekanisme pengawasan yang selama ini
diterapkan menghadapi keterbatasan ketika ber-
hadapan dengan karakter perdagangan digital
yang bersifat dinamis dan lintas wilayah.

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia
menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan eks-
pansi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi
masyarakat. Perdagangan berbasis platform digital,
khususnya e-commerce dan  social commerce, telah
membentuk pola baru dalam distribusi produk
kosmetik yang sebelumnya didominasi oleh jalur
konvensional. Melalui sistem daring, interaksi
antara produsen, penjual, dan konsumen berlang-
sung secara lebih cepat, luas, dan terdesentralisasi.
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Peredaran kosmetik tanpa izin edar BPOM
merupakan persoalan kebijakan publik yang
bersifat multidimensional. Di satu sisi, masalah ini
berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat
karena penggunaan kosmetik ilegal berpotensi
menimbulkan dampak kesehatan jangka pendek
maupun jangka panjang. Di sisi lain, fenomena ini
juga menyentuh dimensi petlindungan konsu-
men, tata kelola perdagangan digital, serta efek-
tivitas implementasi kebijakan publik di era eko-
nomi digital (Sakti & Dinant, 2020).

Transformasi sistem perdagangan dati model
konvensional ke perdagangan berbasis digital
telah mengubah pola distribusi barang secara
signifikan. Marketplace dan social commerce sepert
Shopee dan TikTok Shop memberikan kemuda-
han akses bagi pelaku usaha untuk menjual
produk langsung kepada konsumen tanpa bata-
san geografis yang ketat. Namun, kemudahan
tersebut juga menciptakan ruang abu-abu dalam
pengawasan, yang dimanfaatkan oleh pelaku
usaha tidak bertanggung jawab untuk mengedar-
kan produk kosmetik tanpa izin edar atau dengan
menggunakan nomor izin palsu (Yunianto &
Anggoro, 2021).

BPOM sebagai lembaga negara yang memiliki
mandat pengawasan obat dan makanan telah
melakukan berbagai upaya pengendalian, baik
melalui pengawasan pre-market maupun  post-
market. Meskipun demikian, laporan dan temuan
BPOM menunjukkan bahwa ribuan produk kos-
metik ilegal masih beredar luas di marketplace
daring dengan nilai ekonomi mencapai puluhan
miliar rupiah (Wiyardhani et al., 2025). Kondisi ini
mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain
kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Dalam perspektif administrasi negara, permasala-
han peredaran kosmetik ilegal tidak dapat di-
pahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum
oleh individu atau pelaku usaha. Masalah ini
merupakan refleksi dari tantangan tata kelola
(governance) dalam mengatur ruang digital yang
melibatkan banyak aktor, mulai dari negara,
Platform e-commerce, pelaku usaha, znfluencer, hingga
konsumen. Oleh karena itu, analisis kebijakan
publik menjadi pendekatan yang relevan untuk
mengkaji efektivitas kebijakan yang ada serta
merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih

adaptif terthadap dinamika perdagangan digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini
bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik
terkait peredaran kosmetik tanpa izin BPOM di

Indonesia dengan fokus pada studi kasus temuan
kosmetik ilegal di Shopee dan TikTok Shgp.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik dalam kajian kebijakan
publik serta menjadi bahan pertimbangan praktis
bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat per-
lindungan konsumen di era digital.

Dasar Hukum Peredaran Kosmetik

Secara normatif, Indonesia memiliki kerangka
hukum yang relatif komprehensif dalam menga-
tur peredaran kosmetik dan perlindungan konsu-
men. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen menegaskan
hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan
informasi yang benar mengenai produk yang
dikonsumsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 sebagaimana telah dicabut dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan memberikan dasar hukum yang kuat
bagi negara untuk mengendalikan peredaran
produk yang berpotensi membahayakan kesehatan
masyarakat.

Dasar hukum lainya yakni Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang BPOM memberikan mandat institusional
kepada BPOM sebagai lembaga utama pengawa-
san obat dan makanan, termasuk kosmetik.
Mandat tersebut diperkuat dengan berbagai
peraturan teknis BPOM, seperti Peraturan BPOM
Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 12 Tahun
2023, yang secara spesifik mengatur persyaratan
izin edar, distribusi, dan pengawasan kosmetik
(Juanda & Untari, 2022; Djaya, 2020).

Meskipun peredaran kosmetik mempunyai dasar
hukum, berbagai penelitian menilai bahwa kekua-
tan regulasi tersebut lebih bersifat normatif dan
belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika
perdagangan digital. Regulasi yang ada sebagian
besar dirancang dalam konteks perdagangan
konvensional, sehingga belum mampu menjawab
tantangan spesifik e-commerce dan social commerce,
seperti transaksi lintas wilayah, anonimitas pelaku
usaha, serta penggunaan zufluencer sebagal sarana
promosi produk ilegal (Sakti & Dinanti, 2020;
Alimah, 2023; Christt & Soemartono, 2024).

Kesenjangan antara regulasi dan kenyataan di
lapangan menunjukkan adanya poley lag, yaitu
kondisi ketika kebijakan publik tertinggal diban-
dingkan dengan perkembangan teknologi dan
model bisnis. Dalam hal ini, implementasi ke-
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bijakan pengawasan kosmetik di e-commerce men-
jadi tidak efektif karena instrumen hukum belum
sepenuhnya mengatur tanggung jawab platform
digital sebagai bagian dari rantai distribusi produk
(Siagian ef al., 2025; Htp et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendeka-
tan kualitatif untuk memperoleh pemahaman
kontekstual mengenai implementasi kebijakan
publik dalam pengendalian peredaran kosmetik
tanpa izin BPOM di ruang digital. Sedangkan
desain penelitian dalam penelitian ini adalah studi
kasus dengan menempatkan Shopee dan TikTok
Shop sebagai konteks analisis. Pemilihan studi
kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah
kebijakan secara mendalam dengan memper-
timbangkan karakteristk khusus dati platform
digital yang memadukan fungsi perdagangan,
promosi, dan interaksi sosial sehingga dapat
menggambarkan dinamika kebijakan sebagai-
mana berlangsung dalam praktik, bukan sekadar
sebagaimana dirumuskan secara normatif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder, yang diperoleh dari berbagai
sumber, antara lain: (1) Peraturan perundang-
undangan yang mengatur peredaran kosmetik,
perlindungan konsumen, dan perdagangan elek-
tronik. (2) Laporan dan publikasi resmi BPOM
terkait temuan kosmetik ilegal dan pengawasan
post-market. (3) Artikel jurnal ilmiah nasional dan
internasional yang membahas kosmetik ilegal,
perlindungan konsumen, governance, serta peran
Pplatform digital, dan (4) Pemberitaan media daring
yang memuat informasi mengenai kasus temuan
kosmetik ilegal di Shopee dan TikTok Shep.

Pengeunaan data sekunder dipandang relevan
karena penelitian ini berfokus pada analisis kebija-
kan publik, sehingga membutuhkan pemahaman
mendalam terhadap dokumen kebijakan, kajian
akademik, dan laporan institusional (Miles &
Huberman, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi dokumentasi dan analisis isi (content analysis).
Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi
tema-tema utama yang berkaitan dengan masalah
kebijakan, faktor penyebab, respons kebijakan,
serta celah implementasi dalam pengawasan kos-

metik ilegal di platform digital.

Analisis data dilakukan menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman (2014) yang me-

liputi: (1) Reduksi data, yaitu proses seleksi dan
penyederhanaan data yang relevan dengan fokus
penelitian. (2) Penyajian data, yaitu penyusunan
data secara sistematis dalam bentuk narasi analitis,
dan (3) Penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi
terhadap temuan penelitian dengan mengaitkan-
nya pada kerangka teori dan kebijakan publik.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini
menerapkan triangulasi sumber, dengan mem-
bandingkan temuan dari berbagai literatur dan
dokumen kebijakan yang berbeda. Analisis data
dilakukan dengan model interaktif yang men-
cakup tahap reduksi data, penyajian data, dan
penarikan  kesimpulan. Model ini digunakan
untuk memastikan bahwa proses analisis betjalan
secara sistematis dan berulang sehingga mampu
menangkap keterkaitan antara kebijakan, aktor,
dan konteks perdagangan digital. Pendekatan ini
lazim digunakan dalam penelitian kualitatif ke-
bijakan publik yang menekankan pemahaman
mendalam terhadap fenomena kebijakan dalam
konteks tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin
BPOM

Fenomena peredaran kosmetik tanpa izin edar di
Pplatform digital menunjukkan adanya perubahan
mendasar dalam struktur permasalahan kebijakan
publik. Produk kosmetik ilegal tidak hanya ber-
edar sebagai akibat lemahnya pengawasan, tetapi
juga memperoleh legitimasi melalui mekanisme
pemasaran digital seperti visualisasi produk,
ulasan pengguna, dan promosi daring yang
intensif. Situasi ini menciptakan kondisi asimetri
informasi, di mana konsumen sulit menilai aspek
legalitas dan keamanan produk secara objektif.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut
mencerminkan ketegangan antara tujuan per-
lindungan konsumen dan kapasitas negara dalam
mengawasi pasar digital. Efisiensi distribusi yang
ditawarkan oleh marketplace dan social commerce
justru memperluas ruang bagi praktik distribusi
ilegal, sehingga peredaran kosmetik tanpa izin
berkembang sebagai persoalan struktural yang
tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan re-
presif semata.

BPOM dalam berbagai laporan pengawasan
mencatat ribuan temuan kosmetik ilegal yang
beredar di pasar, termasuk di marketplace daring,
dengan nilai ekonomi yang mencapai puluhan
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miliar rupiah. Temuan tersebut menunjukkan
bahwa peredaran kosmetik ilegal bukan lagi kasus
sporadis, melainkan telah menjadi praktik sis-
tematis yang memanfaatkan celah pengawasan
digital (Wiyardhani e a/, 2025; Puspitasati ¢/ al.,
2025). Dampak dari peredaran ini tidak hanya
dirasakan oleh konsumen yang mengalami ke-
rugian kesehatan, tetapi juga oleh negara dalam
bentuk menurunnya kepercayaan publik terhadap
efektivitas kebijakan pengawasan.

Implementasi dalam Pengendalian Kosmetik
Ilegal

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa
persoalan utama dalam pengendalian peredaran
kosmetik tanpa izin BPOM tidak berkaitan
dengan ketiadaan regulasi. Sebaliknya, masalah
justru muncul pada ketidakmampuan kerangka
kebijakan yang ada untuk bekerja secara efektif di
ruang perdagangan digital. Regulasi yang berlaku
masih berangkat dari logika pengawasan konven-
sional, sementara praktik distribusi kosmetik di ¢-
commerce berkembang jauh lebih cepat, cair, dan
adaptif. Ketimpangan inilah yang kemudian
menciptakan jarak antara tujuan kebijakan dan
realitas di lapangan. Secara normatif, kerangka
hukum yang mengatur peredaran kosmetik,
perlindungan konsumen, dan perdagangan telah
disusun secara relatif komprehensif. Regulasi
tersebut mencerminkan komitmen negara dalam
melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin
keamanan produk yang beredar di pasar (Sakti &
Dinanti, 2020; Siagian ¢f af., 2025).

Efektivitas kebijakan tersebut mengalami ham-
batan serius ketika dihadapkan pada karakteristik
e-commerce dan social commerce yang bersifat dinamis,
lintas batas, dan berbasis teknologi digital. Praktik
perdagangan daring memungkinkan pelaku usaha
untuk dengan cepat beradaptasi, berpindah akun,
atau memodifikasi identitas digital guna meng-
hindari pengawasan formal. Kondisi ini me-
nyebabkan kebijakan yang dirancang dengan pen-
dekatan konvensional menjadi kurang relevan
dan tidak responsif terhadap realitas pasar digital
(Mandasari, 2020; Wiyardhani ef af., 2025).

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi
(policy-implementation  gap) tercermin dari masih
maraknya temuan kosmetik ilegal di Shopee dan
TikTok Shop, meskipun BPOM secara rutin me-
lakukan pengawasan dan penindakan. Fenomena
ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan
yang ada belum mampu mengimbangi kecepatan

dan kompleksitas distribusi produk di platform

digital. Dalam perspektif kebijakan publik,
kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk
implementation failure, di mana tujuan kebijakan
tidak tercapai karena keterbatasan kapasitas
pelaksana dan ketidaksesuaian desain kebijakan
dengan konteks implementasinya.

Faktor Penyebab Peredaran Kosmetik Ilegal

Untuk memahami kompleksitas peredaran kos-
metik tanpa izin BPOM, sejumlah penelitian
menggunakan pendekatan problem analysis triangle
yang memetakan masalah ke dalam empat aktor
utama, yaitu konsumen, pelaku usaha, platform
digital, dan negara. Dari sisi konsumen, ren-
dahnya literasi hukum dan kesehatan menjadi
faktor utama yang mendorong tingginya pet-
mintaan terhadap kosmetik ilegal. Banyak konsu-
men mengalami kesulitan membedakan produk
legal dan ilegal, terutama ketika informasi yang
disajikan di platform digital bersifat manipulatif
atau menyesatkan (Andini, 2025). Selain itu,
konsumen cenderung lebih sensitif terhadap
harga murah, tren kecantikan, serta klaim hasil
instan yang diperkuat oleh promosi #fluencer di
media sosial (Yunianto & Anggoro, 2021; Sende
et al., 2021). Dalam perspektif kebijakan publik,
kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan an-
tara norma hukum dan norma sosial. Meskipun
secara hukum kosmetik ilegal dilarang, secara
sosial produk tersebut masih diterima dan bahkan
diminati karena dianggap mampu memenuhi
standar kecantikan tertentu dalam waktu singkat
(Puspitasari ez al., 2025).

Pelaku usaha atau penjual kosmetik ilegal umum-
nya didorong oleh motif ekonomi berupa ke-
untungan tinggi dengan risiko yang relatif kecil.
Proses perizinan BPOM sering dipersepsikan
sebagai mahal dan memakan waktu, sehingga
mendorong pelaku usaha untuk menghindari
prosedur legal dan memilih jalur ilegal (Djaya,
2020). Praktik penggunaan nomor izin edar palsu
atau fiktif juga menjadi strategi umum untuk
mengelabui konsumen dan platform (Siagian et al.,
2025). Budaya permisif terhadap pelanggaran
regulasi turut memperparah situasi ini. Dalam
banyak kasus, pelanggaran hukum tidak dipan-
dang sebagai masalah serius selama tidak ada pe-
negakan hukum yang konsisten dan tegas (Sende
et al., 2021).

Platform  e-commerce dan  social commerce memiliki
peran sentral dalam menciptakan struktur pe-
lvang (gpportunity structure) bagi peredaran kosmetik
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ilegal. Lemahnya sistem verifikasi produk, minim-
nya filter otomatis, serta ketergantungan pada
laporan pengguna menyebabkan banyak produk
ilegal tetap beredar meskipun telah ditemukan
pelanggaran (Sakti dan Dinanti, 2020; Mandasati,
2020). Tiktok Shep, misalnya, menggabungkan
fitur hiburan, promosi #fluencer, dan transaksi
langsung, sehingga mempercepat proses distribu-
si produk tanpa pengawasan yang memadai
(Maharany, 2024). Kondisi ini menunjukkan
bahwa platform tidak lagi sekadar perantara
pasat, tetapi telah menjadi aktor kebijakan yang
secara tidak langsung memengaruhi efektivitas
regulasi negara.

Dari sisi negara, keterbatasan sumber daya
manusia dan teknologi pengawasan digital men-
jadi tantangan utama. BPOM masih menghadapi
keterbatasan dalam melakukan pengawasan real-
time tethadap jutaan produk yang beredar di
berbagai platform digital. Selain itu, koordinasi
antatlembaga  seperti  BPOM, Kementerian
Perdagangan, dan aparat penegak hukum belum
sepenuhnya optimal (Gelong ¢f af, 2024; Christd
& Soemartono, 2024).

Pemerintah melalui BPOM telah melakukan
berbagai upaya pengendalian, mulai dari pengua-
tan regulasi, pengawasan pre-market dan post-
martket, hingga edukasi konsumen. Namun,
literatur menunjukkan bahwa respons kebijakan
tersebut masih menghadapi tantangan besar
dalam implementasinya. Pengawasan digital be-
lum sebanding dengan skala pelanggaran, semen-
tara penutupan akun dan penarikan produk
sering kali bersifat sementara karena pelaku usaha
dapat dengan mudah muncul kembali meng-
gunakan identitas baru (Mandasari, 2020,
Wiyardhani ef al,, 2025).

Pendekatan kolaborasi multipihak juga telah di-
upayakan, namun masih bersifat impang karena
dominasi BPOM tanpa dukungan optimal dari
platform dan aktor lain. Hal ini menunjukkan
perlunya pergeseran paradigma kebijakan menuju
collaborative governance yang lebih seimbang dan
partisipatif.

Pengawasan Kosmetik di Ruang Digital

Dari sudut pandang governance, pengawasan pe-
redaran kosmetik ilegal masih menunjukkan pola
sentralistik dengan BPOM sebagai aktor domi-
nan. Meskipun BPOM memiliki mandat hukum
yang kuat, kompleksitas perdagangan digital
menuntut ketetlibatan aktor lain secara lebih aktif

dan setara. Dalam ekosistem e-comumerce, platform
digital memegang peran strategis karena memiliki
kontrol langsung atas sistem distribusi, algoritma
promosi, serta mekanisme transaksi yang me-
nentukan visibilitas dan akses produk kepada
konsumen (Christi & Soemartono, 2024).

Minimnya ketetlibatan substantif  platform  e-
commeerce dalam pengawasan menunjukkan adanya
kelemahan tata kelola kolaboratif. Platform
cenderung menempatkan diri sebagai penyedia
pasar netral (neutral intermediary), bukan sebagai
bagian dari rantai distribusi yang memiliki
tanggung jawab sosial dan hukum terhadap
produk yang diperdagangkan. Akibatnya, upaya
pengawasan menjadi timpang karena beban
pengendalian sepenuhnya bertumpu pada negara,
sementara aktor non-negara belum terintegrasi
secara optimal dalam proses kebijakan.

Literatur menegaskan bahwa tanpa ketetlibatan
aktif platform sebagai gatekeeper, kebijakan pe-
ngawasan kosmetik akan selalu menghadapi ke-
terbatasan kapasitas. Pendekatan reaktif yang
hanya mengandalkan penurunan produk setelah
adanya laporan atau temuan tidak cukup efektif
untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal secara
sistematis dan berulang (Maharany, 2024). Situasi
tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan
kebijakan yang lebih kolaboratif perlu mulai
dipertimbangkan yang menempatkan seluruh
aktor sebagai mitra dalam pengendalian masalah
publik.

Kelemahan Instrumen Kebijakan Platform
E-Commerce

Kelemahan lain yang signifikan terletak pada
instrumen kebijakan yang mengatur tanggung
jawab platform e-commerce. Hingga saat ini, belum
terdapat kewajiban yang bersifat mengikat bagi
platform untuk melakukan verifikasi izin edar
BPOM secara sistematis sebelum produk di-
pasatkan. Celah kebijakan ini memungkinkan
produk kosmetik ilegal masuk ke pasar digital
tanpa proses penyatingan yang memadai
(Yunianto & Anggoro, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan
yang ada masih berorientasi pada penegakan hu-
kum terhadap pelaku usaha, sementara peran
struktural platform dalam memfasilitasi peredaran
produk belum diatur secara tegas. Padahal, dalam
konteks ekonomi digital, platform tidak hanya
berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga
sebagai aktor yang memiliki kekuasaan signifikan
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dalam membentuk perilaku pasar melalui sistem
algoritma dan kebijakan internal mereka.

Sejumlah penelitian merekomendasikan perlunya
penguatan instrumen kebijakan di level platform,
antara lain melalui integrasi sistem verifikasi izin
edar BPOM ke dalam mekanisme Zsting produk,
penerapan sistem Zzke-down cepat yang bersifat
proaktif, serta pemberian sanksi administratif
progresif terhadap platform yang lalai dalam
menjalankan kewajiban pengawasan (Sakti &
Dinanti, 2020; Siagian ¢ al, 2025; Christi &
Soemartono, 2024). Tanpa pembatuan instrumen
kebijakan ini, platform e-commerce akan tetap men-

jadi ruang yang rentan bagi peredaran kosmetik
ilegal.

Selain aspek struktural dan institusional, efektivi-
tas kebijakan pengawasan kosmetik juga dipe-
ngaruhi oleh faktor sosial dan kultural. Norma
sosial yang mengglorifikasi hasil instan dan stan-
dar kecantikan tertentu mendorong tingginya
permintaan terhadap produk kosmetik ilegal yang
menjanjikan hasil cepat dengan harga murah.
Budaya konsumsi ini diperkuat oleh promosi
agresif melalui zfluencer di media sosial, yang se-
ring kali mengaburkan batas antara iklan dan
rekomendasi personal (Nafliana, 2023).

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ter-
sebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebija-
kan publik tidak hanya ditentukan oleh kebera-
daan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga
oleh tingkat penerimaan sosial terhadap norma
hukum itu sendiri. Ketika norma sosial lebih do-
minan daripada norma hukum, maka kepatuhan
terhadap kebijakan menjadi rendah meskipun
sanksi telah diatur secara formal (Andini, 2025;
Sende ¢t al, 2021). Oleh karena itu, kebijakan
pengawasan kosmetik tidak dapat hanya mengan-
dalkan pendekatan represif, tetapi perlu diiringi
dengan strategi perubahan perilaku melalui edu-
kasi publik yang berkelanjutan. Edukasi mengenai
risiko kesehatan, literasi hukum konsumen, serta
pengaturan promosi #fluencer menjadi instrumen
penting untuk menjembatani kesenjangan antara
norma hukum dan praktik sosial di masya-rakat.

KESIMPULAN

Peredaran kosmetik tanpa izin BPOM di platform:
e-commerce menunjukkan bahwa kebijakan publik
di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam
menyesuaikan diri dengan perubahan pola dis-
tribusi digital. Kerangka pengawasan yang ada
cenderung dibangun berdasarkan mekanisme

konvensional, sementara praktik perdagangan
daring berkembang melalui sistem yang lebih
fleksibel, cepat, dan berbasis teknologi. Ketidak-
sesuaian ini menyebabkan kebijakan pengawasan
belum mampu beketja secara optimal dalam
menjamin perlindungan konsumen di ruang
digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan
pengendalian kosmetik tanpa izin BPOM tidak
disebabkan oleh kekosongan regulasi, melainkan
oleh keterbatasan efektivitas kebijakan dalam
konteks perdagangan digital. Kerangka kebijakan
yang ada masih beroperasi berdasarkan pola pe-
ngawasan konvensional, sementara distribusi
kosmetik di e-commerce bertkembang secara cepat
dan adaptif. Ketidaksesuaian tersebut mencipta-
kan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan
realitas implementasi di lapangan.
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